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RINGKASAN

IMPLIKASI SYARAT DOMISILI PEWARIS TERHADAP KEWENANGAN
NOTARIS DALAM PERMEN ATR/BPN NO 16 TAHUN 2021

Oleh:

Dita Ananda Kasih', Dr. Suprapto, S.H., M.H.?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan secara hukum terjadi demi
hukum (ipso jure) sejak pewaris meninggal dunia, namun wajib diikuti pendaftaran
administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 guna
menjamin kepastian hukum bagi ahli waris. Kehadiran Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 ditujukan untuk menghapus diskriminasi
pembuktian hak waris kolonial dengan menetapkan Akta Keterangan Waris yang
dibuat Notaris sebagai instrumen universal bagi seluruh warga negara. Namun,
Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 peraturan menteri tersebut memuat syarat baru
yang problematik, yakni membatasi kewenangan pembuatan akta hanya bagi
Notaris yang berkedudukan di wilayah domisili pewaris. Ketentuan ini berbenturan
keras secara normatif dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris
(UUJN) yang menegaskan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah
provinsi. Konflik ini memicu antinomi hukum, ketidakpastian bagi ahli waris, serta
mengancam degradasi otentisitas akta Notaris akibat adanya pembatasan teritorial
sektoral yang tidak sejalan dengan undang-undang organik profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi
yuridis pembatasan domisili pewaris dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor
16 Tahun 2021 terhadap kedudukan hukum akta Notaris sebagai akta autentik.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengevaluasi ratio
decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/P/HUM/2022 yang menolak uji
materiil atas pasal tersebut. Secara praktis dan teoritis, penelitian ini ditujukan
untuk merumuskan model harmonisasi hukum berlapis (ex-ante dan post-facto)
yang ideal antara Peraturan Menteri ATR/BPN dan UUJN guna mewujudkan
sinkronisasi regulasi dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi
masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam proses pendaftaran tanah waris
di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum secara
integratif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUJN, PP Nomor 24
Tahun 1997, dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, yang ditunjang oleh
bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin hukum dan literatur ilmiah terkait.
Teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan penalaran kualitatif
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preskriptif melalui metode silogisme hukum dan sintesis norma. Seluruh analisis
dalam penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teoretis utama, yaitu Teori
Kepastian Hukum, Teori Perundang-Undangan, dan Teori Harmonisasi Norma.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, pembatasan
domisili pewaris menimbulkan implikasi yuridis negatif dan sistemik karena
melanggar asas lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan menteri
menderogasi wilayah jabatan Notaris yang berskala provinsi berdasarkan UUJN.
Tindakan ini dikategorikan sebagai ultra vires karena menteri mengatur kapasitas
jabatan di luar delegasi PP Nomor 24 Tahun 1997. Putusan MA Nomor
29/P/HUM/2022 juga mengandung kekeliruan fundamental karena memaksakan
asas lex specialis pada dua norma yang berbeda hierarki. Kedua, model harmonisasi
yang ideal harus dilakukan melalui jalur legislasi berupa revisi Pasal 111 Permen
ATR/BPN No. 16/2021, optimalisasi pengawasan ex-ante oleh Kementerian
Hukum melalui Regulatory Impact Analysis (RIA), serta penggunaan mekanisme
backstop yudisial yang konsisten terhadap penegakan hierarki perundang-undangan
demi menjaga kesatuan sistem hukum nasional.

I NIM. 2420216320068
2 Pembimbing
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IMPLIKASI SYARAT DOMISILI PEWARIS TERHADAP KEWENANGAN
NOTARIS DALAM PERMEN ATR/BPN NO. 16 TAHUN 2021

Oleh:
Dita Ananda Kasih!, Suprapto?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman
ABSTRAK

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Syarat Domisili, Akta Autentik, Kepastian Hukum,
Harmonisasi Normatif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya antinomi hukum dalam ketentuan Pasal 111
ayat (1) huruf ¢ angka 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang
membatasi kewenangan pembuatan Akta Keterangan Waris hanya bagi Notaris yang
berkedudukan di wilayah domisili pewaris. Ketentuan ini memicu konflik norma
secara vertikal karena membatasi wilayah jabatan Notaris yang secara tegas berskala
provinsi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris (UUJN). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi
yuridis pembatasan teritorial tersebut terhadap kedudukan akta Notaris serta
mengevaluasi ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/P/HUM/2022
yang menolak uji materiil pasal a quo. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembatasan domisili pewaris dalam peraturan menteri tersebut
menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, pengabaian asas /ex
superior derogat legi inferiori, serta merupakan tindakan ultra vires karena menteri
mengatur batasan kewenangan di luar delegasi undang-undang organik. Putusan MA
Nomor 29/P/HUM/2022 dinilai kurang tepat karena keliru menerapkan asas /ex
specialis pada dua aturan yang berbeda hierarki. Model harmonisasi ideal yang
ditawarkan adalah restrukturisasi regulasi melalui revisi Pasal 111 Permen ATR/BPN
Nomor 16 Tahun 2021, penguatan pengawasan ex-ante melalui Regulatory Impact
Analysis, serta konsistensi yudisial dalam menegakkan hierarki peraturan perundang-
undangan demi mewujudkan kepastian hukum perlindungan hak ahli waris.

I'NIM. 2420216320068
2 Pembimbing
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IMPLICATIONS OF TESTATOR'S DOMICILE REQUIREMENT ON NOTARY’S
AUTHORITY UNDER MINISTERIAL REGULATION
OF ATR/BPN NUMBER 16 OF 2021

By:
Dita Ananda Kasih', Suprapto?
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 101 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary’s Authority, Domicile Requirement, Authentic Deed, Legal
Certainty, Normative Harmonization

This research is motivated by the existence of legal antinomy in the provision of Article
111 paragraph (1) letter ¢ number 5 of the Regulation of the Minister of Agrarian
Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021
which restricts the authority to issue Deeds of Inheritance Affirmation exclusively to
Notaries located within the domicile area of the deceased. This provision triggers a
vertical conflict of norms by restricting the territorial jurisdiction of Notaries which is
explicitly designated at the provincial level pursuant to Article 18 paragraph (2) of Act
Number 2 of 2014 concerning the Notary Profession (UUJN). The purposes of this
study are to analyze the juridical implications of such territorial restrictions on the
status of notarial deeds and to evaluate the ratio decidendi of the Supreme Court
Judgment Number 29/P/HUM/2022 which rejected the material judicial review against
the a quo article. This study employs a normative legal research method, with
prescriptive characteristic, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The
results of the research indicate that the deceased's domicile restriction in the said
Ministerial Regulation yields negative juridical implications, notably creating legal
uncertainty, disregarding the principle of lex superior derogat legi inferiori, and
constituting an ultra vires act as the Minister regulates jurisdictional limitations beyond
the delegation of the organic law. Furthermore, the Supreme Court Judgment Number
29/P/HUM/2022 is considered improper because it erroneously applied the /lex
specialis principle to two regulations of different hierarchies. The ideal harmonization
model proposed was regulatory restructuring through the revision of Article 111 of
Ministerial Regulation Number 16 of 2021, strengthening ex-ante supervision through
Regulatory Impact Analysis, and ensuring judicial consistency in upholding the
hierarchy of legislation to achieve legal certainty and protection for heirs' rights.

Certified by,

FANJARMASIN
INDONESIA

J—
! Student Number: 2420216320068 Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
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